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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya tidak lebih dahulu 

melaksanakan penyelidikan terhadap kasus pembongkaran Dalem 

Tumenggung atau Kepatihan Mangkunegaran di Surakarta, hal ini 

disebabkan pelapor yang bernama Bambang, terlebih dahulu menyerahkan 

surat laporan kepada Kepolisian Resor Kota Surakarta. Tim Reserse 

Kriminal dari POLRESTA Surakarta melakukan penyelidikan dan gelar 

perkara, yang didatangi oleh beberapa saksi. Kemudian, Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Cagar Budaya, dapat melakukan penyelidikan setelah 

mendapatkan pelimpahan tugas dari POLRESTA Surakarta. Penyelid ikan 

terkait kasus pembongkaran Dalem Tumenggungan atau Kepatihan 

Mangkunegaran terus dilanjutkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar 

Budaya, yang dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta, 

serta Kepolisian Daerah Surakarta. 

2. Setiap profesi memiliki akibat hukum, jika tidak melakukan tugas dan 

wewenang sesuai dengan jabatannya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar 

Budaya akan dikenai sanksi, jika tidak melakukan tugas dan wewenangnya 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Cagar Budaya dapat dibebas tugaskan dan dimintai ganti rugi. 
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Dalam menangani kasus pembongkaran terhadap Dalem Tumenggungan 

atau Kepatihan Mangkunegaran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar 

Budaya diawasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta dan 

Kepolisian Daerah Surakarta. 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan pengawasan Cagar Budaya, agar lebih cepat diketahui jika 

ada pembongkaran. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya sebaiknya 

segera melaksanakan penyelidikan terhadap kasus pembongkaran Dalem 

Tumenggung atau Kepatihan Mangkunegaran di Surakarta, walaupun 

belum mendapatkan surat peralihan tugas oleh Kepolisian. Karena Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya berhak melakukan penyidikan langsung 

terkait kasus pidana terhadap Cagar Budaya, tanpa adanya laporan dari 

warga. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya dan Kepolisian perlu 

memahami perbedaan dari delik aduan dan delik biasa. Kasus pidana terkait 

Cagar Budaya merupakan delik biasa, yang bisa dilaporkan oleh siapapun 

dan dapat segera ditangani langsung oleh pihak berwajib, yaitu Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya. 

2. Saran mengenai akibat hukum terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Cagar Budaya apabila tidak melaksanakan tugas melakukan penyelid ikan 

terhadap kasus pembongkaran Dalem Tumenggung atau Kepatihan 

Mangkunegaran di Surakarta, saat ini sudah ada kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang etika profesi. Sebaiknya, 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar melaksanakan wewenang dan 
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memahami isi dari peraturan terkait wewenangnya, sehingga tidak terjadi 

lagi, perilaku menunda wewenang terkait tugas penyelidikan dan 

penyidikan. Penanganan kasus pidana Cagar Budaya harus diberikan 

tenggang waktu khusus, sehingga penyidikan bisa berlangsung cepat dan 

kasus segera selesai, karena kasus Cagar Budaya menggunakan delik biasa, 

bukan delik aduan.  
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